
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nelgara Indonelsia adalah nelgara hukum, selpelrti yang diselbutkan dalam Pasal 

1 ayat (3) Undang-undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia 1945 “Indonelsia 

adalah nelgara hukum.” Hukum telrselbut diharapkan selbagai alat untuk melnjamin 

adanya kelpastian hukum dalam masyarakat guna melwujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur belrdasarkan Pancasila. Salah satu wujud dari hukum itu selndiri 

untuk melngatur pelrilaku dan pelrbuatan manusia dalam masyarakat diatur dalam 

hukum pidana matelriil, yaitu pelraturan pelrundang-undangan yang melngatur 

melngelnai pelrbuatan pidana selcara matelriil di Indonelsia diselbut delngan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (sellanjutnya diselbut KUHP).  

Keljahatan melningkat dari hari kel hari untuk melmelnuhi kelbutuhan hidup itu 

telrjadi selmakin banyak. Hal ini tidak telrlelpas dari belrbagai aspelk sosial, dan aspelk 

lainnya, telrutama elkonomi, selhingga tidak melnutup kelmungkinan keljahatan 

delngan modus dari para pellaku tindak pidana selmakin belrkelmbang. Salah satu 

tindak pidana yang selring telrjadi yaitu pelmalsuan surat. Melnurut Adami Chazawi 

pelmalsuan surat adalah keljahatan yang didalamnya melngandung unsur keladaan 

keltidakbelnaran atau palsu atas suatu objelk, yang selolah-olah tampak belnar padahal 

belrtelntangan delngan yang selbelnarnya.1  

Pelmalsuan dokumeln diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yaitu 

belrbunyi “Barangsiapa melmbuat surat palsu atau melmalsukan surat, yang dapat 

melnelrbitkan selsuatu hak, selsuatu pelrjanjian (kelwajiban) atau selsuatu pelmbelbasan 

utang, atau yang bolelh dipelrgunakan selbagai keltelrangan bagi selsuatu pelrbuatan, 

delngan maksud akan melnggunakan atau melnyuruh orang lain melnggunakan surat-

surat itu selolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 

melmpelrgunakannya dapat melndatangkan selsuatu kelrugian dihukum karelna 

1 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3. 
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pelmalsuan surat, delngan hukuman pelnjara sellama-lamanya elnam tahun.” Seltiap 

orang selbagaimana dimaksud mellakukan pelrbuatan melmalsukan surat telrselbut 

harus delngan maksud akan melnggunakan atau melnyuruh orang lain melnggunakan 

surat itu selolah-olah asli dan tidak palsu. Pelnggunaan surat palsu itu harus 

melndatangkan kelrugian, namun kelrugian yang dimaksud tidak pelrlu sudah ada, 

selhingga baru kelmungkinan saja akan adanya kelrugian sudah cukup diartikan 

selbagai kelrugian. Hukuman yang dibelrikan telrhadap pellaku pelmalsuan surat tidak 

hanya melmalsukan surat, namun juga selcara selngaja melnggunakan surat palsu 

dapat dikelnakan sanksi selsuai undang-undang yang tellah belrlaku.2 Delngan adanya 

pasal telrselbut, diharapkan agar melminimalisir pellaku pelrbuatan tindak pidana 

pelmalsuan surat. 

Pelnulis melnilai bahwa bunyi Pasal 263 KUHP tidak dapat te lr-implelmelntasi 

delngan baik karelna dalam pelnelgakan hukum pada kasus pelmalsuan surat muatan 

barang telrhadap angkutan kellelbihan muatan (ovelrload) tidak didapati aturan lelbih 

lanjut baik dalam pelraturan pellaksanaan dibawahnya, melskipun aturan melngelnai 

belrat barang dan dimelnsi barang selbelnarnya sudah diatur dalam Pelraturan Melntelri 

Pelrhubungan Relpublik Indonelsia Nomor 60 Tahun 2019 Telntang 

Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang Delngan Kelndaraan Belrmotor Di Jalan yang 

sellanjutnya akan diselbut (Permenhub No. 60 Tahun 2019) namun tidak diatur 

apabila telrjadi pelmalsuan surat muatan barang. 

Ovelr Loading adalah suatu kondisi dimana kelndaraan melngangkut muatan 

yang mellelbihi batas belban yang tellah diteltapkan. Seldangkan Ovelr Dimelnsi adalah 

suatu kondisi dimana dimelnsi pelngangkut kelndaraan tidak selsuai delngan standar 

produksi pabrik (modifikasi). Ovelr dimelnsion dan ovelr loading dilakukan karelna 

dapat melngurangi biaya transportasi, melnghelmat biaya opelrasional kelndaraan, 

biaya izin, biaya reltribusi dan melnghelmat waktu pelrjalanan. Padahal delngan 

kelndaraan yang tidak selsuai delngan standar dan pelraturan ini akhirnya dapat 

 
2 Junerlin Manalu, et.al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan 

Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online.” PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 03, 

Desember 2017, hlm. 194. 
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melnyelbabkan kelcellakaan dan melrusak jalan yang dilalui kelndaraan telrselbut.3 

Kasus kelndaraan angkutan barang yang mellelbihi batas belban dan mellelbihi 

ukuran standar, delngan adanya pellanggaran telrselbut timbulnya kelcellakaan lalu 

lintas yang melngancam jiwa.4 Sellain belrpotelnsi melningkatkan  telrjadinya relsiko 

kelcellakaan, kelndaraan delngan kapasitas muatan dan dimelnsi yang belrlelbih juga 

dapat melrugikan nelgara, kelrugian nelgara akibat belropelrasinya kelndaraan delngan 

kellelbihan muatan dan dimelnsi melncapai hingga lelbih dari Rp 43 Trilyun seltiap 

tahunnya (Kelmelntelrian Pelrhubungan, 2022).5 

Telrhadap dampak-dampak yang melmbahayakan diselbutkan diatas, dalam 

Permenhub No. 60 Tahun 2019 hanya melngatur melngelnai sanksi administratif 

telrhadap pelngusaha yang mellanggar aturan muatan, seldangkan telrkait 

pelmalsuannya tidak dike lnakan sanksi pidana yang tellah diatur dalam Pasal 263 

KUHP. Maka pelnulis telrtarik untuk mellakukan pelnellitian yang belrjudul 

“PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN 

SURAT MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Pelrmasalahan yang ditelliti agar melnjadi lelbih jellas dan pelnulisan pelnellitian 

hukum melncapai tujuan yang diinginkan maka pelrlu disusun rumusan masalah 

yang tellah di idelntifikasi, maka dapat dirumuskan pelrmasalahan pelnellitian selbagai 

belrikut: 

1. Apakah tindak pidana pemalsuan dokumen terkait surat muatan barang 

mengandung unsur-unsur Pasal 263 KUHP? 

 

 
3 Dini Ayu Pratiwi, “Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Lading Oleh Dinas 

Perhubungan Provinsi Riau,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2021, hlm. 2. 
4 Atasya Syahpa Novelany, “Kebijakan Hukum Pidana Overdimensi Dan Overloading Muatan 

Kendaran Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Selatan,” Skripsi (untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung), 2022, 

hlm. 1. 
5 Parbowo, et. al., “Evaluasi Kebijakan Zero Over Dimension Over Load Tahun 2023 (Kajian Odol 

Melalui Analisi Kualitatif Dan Kuantitatif Hasil Data Wawancara Dan Penimbangan MST 

Kendaraan Aangkutan Barang)”, Makalah (dibawakan dalam workshop KONFERENSI 

REGIONAL TEKNIK JALAN KE-15 di Jakarta), 20 Desember 2022, hlm. 2. 
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2. Apakah pelrlu diatur melngelnai pelmalsuan muatan barang dalam Pelraturan 

Melntelri Nomor 60 Tahun 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Kelgiatan pelnellitian ini dilakukan olelh pelnulis agar dapat melnyajikan data 

yang akurat selhingga dapat melmbelri manfaat dan mampu melnyellelsaikan masalah. 

Belrdasarkan hal telrselbut, maka pelnellitian melmpunyai tujuan selbagai belrikut: 

1. Untuk melnganalisis pelnelgakan hukum telrhadap tindak pidana pelmalsuan 

dokumeln telrkait surat muatan barang. 

2. Untuk melngeltahui faktor yang melnghambat pelnelgakan hukum telrhadap tindak 

pidana pelmalsuan dokumeln telrkait surat muatan barang dan melmbelrikan saran 

agar pihak yang belrwelnang dapat melngelluarkan aturan lelbih lanjut melngelnai 

pelmalsuan surat muatan barang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam pelnellitian ini diharapkan dapat belrmanfaat pada masyarakat, pihak 

yang telrkait dan pribadi pelnulis selndiri delngan masalah pelnellitian telrselbut Adapun 

manfaat pelnelltian telrselbut adalah selbagai belrikut: 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi 

pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu 

yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti 

atau penulis sebelumnya. Pelrlu dikeltahui bahwa manfaat teloritis pada pelnellitian 

ini adalah untuk pelngelmbangan ilmu pelngeltahuan hukum yang mana delngan cara 

melngkaji kasus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pelraturan Melntelri 

Nomor 60 Tahun 2019.  

1.4.2 Kegunaan praktis 

Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau 

dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk 
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memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Untuk melnjadikan pelnellitian 

ini selbagai bahan masukan yang dapat dike ltahui dan disampaikan kelpada 

pelmelrintah, lelmbaga-lelmbaga nelgara yang belrwelnang melmbelntuk Undang-

Undang, melngubah Undang-Undang atau melmpelrbaharui Undang-Undang atau 

lelmbaga-lelmbaga telrtelntu yang telrkait langsung kelbijakan atau pellaksanaan 

kelbijakan telrkait pelnelgakan hukum telrhadap tindak pidana pelmalsuan dokumeln 

surat muatan barang belrdasarkan Pasal 263 KUHP, yang mana dalam Permenhub 

No. 60 Tahun 2019 hanya diatur sanksi administratif, se ldangkan tindakan 

pelmalsuan surat muatan barang tidak diatur lelbih lanjut.  

1.5 Kerangka Konseptual 

Suatu Konselp atau kelrangka konselptual pada hakikatnya adalah suatu 

pelngarahan atau peldoman yang melmbelrikan batasan dalam pelngelrtian yang akan 

dipelrgunakan selbagai dasar pelnulisan Skripsi ini. Adapun istilah-istilah telrselbut 

adalah: 

1. Pelnelgakan hukum adalah suatu usaha untuk melwujudkan idel-idel keladilan, 

kelpastian hukum dan kelmanfaatan sosial melnjadi kelnyataan. 

2. Tindak pidana adalah suatu pelrbuatan yang dilarang dan diatur olelh 

undang-undang selbagai pellanggaran hukum yang dapat dikelnakan sanksi 

pidana. 

3. Pelmalsuan dokumeln adalah tindakan melmbuat atau melngubah suatu 

dokumeln delngan selngaja dan tanpa hak atau welwelnang untuk melnyelsatkan 

orang lain atau melmpelrolelh keluntungan yang tidak sah. Pelmalsuan 

dokumeln dapat dilakukan delngan cara melmbuat dokumeln palsu atau 

melngubah isi dokumeln yang asli selhingga telrlihat selolah-olah dokumeln 

telrselbut sah dan belnar. 

4. Surat muatan barang adalah surat yang melnelrangkan pelmilik barang, jelnis, 

jumlah barang/belrat barang, dimelnsi barang, tarif, data awak kelndaraan 

selrta tujuan pelngirim. 
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1.6 Kerangka Teori 

1.6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pelrtanggungjawaban pidana melrujuk pada kelmampuan selselorang untuk 

belrtanggung jawab atas tindakan pidana atau keljahatan yang dilakukan, yang dalam 

bahasa asing diselbut selbagai "toelrelkelnbaarhelid", "criminal relsponsibility", atau 

"criminal liability". Tujuan dari pelrtanggungjawaban pidana adalah untuk 

melnelntukan apakah selselorang harus dipelrtanggungjawabkan atas tindakan yang 

dilakukan dan apakah melrelka akan dipidana atau tidak. Jika selselorang dipidana, 

maka harus dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan telrselbut mellanggar hukum 

dan bahwa telrdakwa dapat belrtanggung jawab atas tindakan telrselbut. Kelmampuan 

ini melnunjukkan bahwa telrdakwa mellakukan tindakan delngan kelselngajaan atau 

kelalpaan, dan bahwa melrelka melnyadari kelsalahannya. 

Dalam pelngelrtian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelrtanggungjawaban 

Pidana melngacu pada selselorang yang mellakukan tindak pidana yang mellanggar 

hukum, dan hanya akan dipidana jika telrbukti mellakukan kelsalahan selcara sah dan 

melyakinkan. Jadi, kelbelradaan unsur-unsur mellawan hukum dan kelmampuan 

belrtanggungjawab melnjadi pelnting dalam melnelntukan apakah selselorang dapat 

dipelrtanggungjawabkan selcara pidana atau tidak. 

1.6.2 Teori Penegakan Hukum 

Dalam Bahasa Inggris, pelnelgakan hukum diselbut law elnforcelmelnt. 

Selmelntara dalam bahasa Bellanda relchtshandhaving. Istilah ini melmbawa pada 

pelmikiran sellalu delngan forcel untuk melnelgakkan hukum dan hanya telrkait delngan 

pidana saja yang dikuatkan delngan kelbiasaan melnyelbut pelnelgak hukum ialah 

polisi, hakim, dan jaksa. Pelnelgakan hukum melnurut Notitiel Handhaving 

Millielurelcht, ialah upaya melngawasi dan melnelrapkan pelnggunaan instrumeln 

administratif, pidana, atau pelrdata, hingga telrcapai hukum dan aturan yang telrtata 

bagi umum dan individu.6 Fungsi dari hukum untuk mellindungi kelpelntingan 

manusia. Ada tiga unsur yang dipelrhatikan dalam pelnelgakan hukum, yakni: 1) 

 
6 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 48. 
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Kelpastian hukum (Relchtssichelrhelit); 2) Kelmanfaatan (Zwelckmassigkelit); 3) 

Keladilan (Gelrelchtigkelit). 

Hukum melmbelrikan selsuatu pasti karelna untuk melnelrtibkan umum. 

Kelpastian hukum ini ialah pelrlindungan yustisiabell telrhadap tindakan 

selwelnangwelnang. Keldua, dikarelnakan hukum untuk manusia, maka 

pellaksanaanya harus melmbelri manfaat bagi masyarkat. Hukum belrsifat umum, 

melngikat, dan melnyamaratakan, selhingga pelnelgakan helndaknya adil. Jika hanya 

satu unsur yang dipelrhatikan, maka unsur lain akan dikorbakan. Maka, tiga unsur 

itu harus dipelrhatikan agar selimbang.7 Untuk melnelgakkan hukum, diusahakan 

upaya prelvelntif dan relprelsif. Selcara prelvelntif, melncelgah pellanggaran olelh warga 

masyarakat yang dilakukan olelh badan-badan elkselkutif dan kelpolisian. Seldangkan 

selcara relprelsif apabila masih ada pellanggaran seltellah prelvelntif, dipelrankan 

kelpolisian, keljaksaan, lelmbaga Pelngadilan dan lelmbaga Kelmasyarakatan.8  

 
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 208. 
8 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 111-112. 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

1.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam pelnyusunan skripsi ini, pelnulis sudah mellihat pelnellitian telrdahulu 

untuk melnghindari telrjadinya kelsamaan telrhadap pelnellitian yang tellah ada 

selbellumnya. Belrdasarkan pelnellitian telrdahulu yang tellah dilakukan, ditelmukan 

belbelrapa litelraturel atau pelnellitian yang belrkaitan delngan judul pelnellitian skripsi 

ini. Adapun belbelrapa pelnellitian yang selrupa telrselbut dapat diuraikan selbagai 

belrikut: 

1. Skripsi Atasya Syahpa Novellany pada tahun 2022, yang belrjudul “Kelbijakan 

Hukum Pidana Ovelrdimelnsion Dan Ovelrloading Muatan Kelndaraan 

Telrhadap Kelcellakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Lampung Sellatan”. 

Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 1 Ayat (3) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) 

(Pasal 263) 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan 

Bermotor Di Jalan 

Masalah: 
Apakah tindak pidana pemalsuan dokumen terkait surat muatan barang mengandung 

unsur-unsur Pasal 263 KUHP? 

Apa yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pemalsuan muatan barang? 

Saran: 

Perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai pemalsuan surat muatan barang 

dalam Peraturan Menteri Nomor PM 60 Tahun 2019 agar terwujudnya 

norma hukum dalam Pasal 263 KUHP  
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Skripsi (untuk melmpelrolelh gellar sarjana hukum pada Univelrsitas Lampung di 

Lampung). Skripsi ini melmbahas melngelnai kelbijakan hukum pidana dari 

ovelrdimelnsi dan ovelrloading muatan kelndaraan telrhadap kelcellakaan lalu lintas 

dan faktor pelnghambat dalam kelbijakan hukum pidana ovelrdimelnsi dan 

ovelrloading muatan kelndaraan telrhadap kelcellakaan lalu lintas. Pelrsamaan dari 

pelnellitian ini adalah sama-sama melmbahas telntang ODOL (Ovelr Dimelnsion 

Ovelr Load). Pelrbeldaan dari pelnellitian ini adalah pelnelliti selbellumnya hanya 

melnggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telntang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan seldangkan pelnulis melnggunakan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 263 juga me lnggunakan Pelraturan Melntelri 

Pelrhubungan Relpublik Indonelsia Nomor PM 60 Tahun 2019 Telntang 

Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang Delngan Kelndaraan Belrmotor Di Jalan. 

2. Skripsi Diana Rahmaningrun Azzahratunnisa pada tahun 2016, yang be lrjudul 

“Analisis Kriminologis Telntang Pellanggaran Lalu Lintas”. Skripsi (untuk 

melmpelrolelh gellar sarjana hukum pada Univelrsitas Hasanuddin di Makassar). 

Skripsi ini melmbahas faktor pelnyelbab timbulnya pellanggaran lalu lintas dan 

melnjellaskan upaya yang dilakukan olelh kelpolisian dalam melnanggulangi 

keljadian kelcellakaan lalu lintas. Pelrsamaan dari pelnellitian ini adalah sama- 

sama melmbahas telntang pellanggaran lalu lintas. Pelrbeldaan dari pelnellitian ini 

adalah pelnelliti selbellumnya hanya melmbahas pellanggaran lalu lintas selcara 

umum seldangkan pelnulis pellanggaran lalu lintas telrhadap ODOL (Ovelr 

Dimelnsion Ovelr Load) dan Tindak Pidana telrhadap pelmalsuan surat muatan 

barang selrta dalam  melnggunakan dasar hukum pelnulis selbellumnya Undang-

undang Nomor 22 tahun 2009 telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

seldangkan pelnulis melnggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 

263 juga melnggunakan Pelraturan Melntelri Pelrhubungan Relpublik Indonelsia 

Nomor PM 60 Tahun 2019 Telntang Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang 

Delngan Kelndaraan Belrmotor Di Jalan. 

3. Skripsi Roy Andalan Pellawi pada tahun 2016, yang belrjudul “Pelnelgakan 

Hukum Pidana Telrhadap Pelngangkutan Mellelbihi Daya Angkut Ditinjau Dari 
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Telntang Lalu Lintas Dan  Angkutan 

Jalan (LLAJ)”. Skripsi (untuk melmpelrolelh gellar sarjana hukum pada 

Univelrsitas Sriwijaya di Indralaya). Skripsi ini me lmbahas melngelnai 

pelnelgakan hukum pidana telrhadap pellanggar yang mellelbihi daya angkut dan 

kelndala pelnelgakan hukum pidana telrhadap para pellanggar yang mellelbihi daya 

angkut. Pelrsamaan dari pelnellitian ini adalah sama-sama melmbahas telntang 

ODOL (Ovelr Dimelnsion Ovelr Load). Pelrbeldaan dari pelnellitian ini adalah 

pelnelliti selbellumnya hanya melnggunakan dasar hukum Undang- undang 

Nomor 22 tahun 2009 telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seldangkan 

pelnulis melnggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 juga 

melnggunakan Pelraturan Melntelri Pelrhubungan Relpublik Indonelsia Nomor PM 

60 Tahun 2019 Telntang Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang Delngan 

Kelndaraan Belrmotor Di Jalan. 

4. Skripsi Lalu Alun Sagoro pada tahun 2015, yang be lrjudul “Pelrlindungan 

Hukum Telrhadap Sopir Truk Karelna Kellalaian Melngakibatkan Orang Lain 

Melninggal Dunia”. Skripsi (untuk melmpelrolelh gellar sarjana hukum pada 

Univelrsitas Muhammadiyah Surakarta di Surakarta). Skripsi ini me lmbahas 

melngelnai prosels pelnyellelsaian hukum telrhadap sopir truk karelna kellalaian 

melngakibatkan orang lain melninggal dunia selrta pellaksanaan pelrlindungan 

hukum telrhadap sopir truk. Pelrsamaan dari pelnellitian ini adalah sama-sama 

melmbahas telntang ODOL (Ovelr Dimelnsion Ovelr Load). Pelrbeldaan dari 

pelnellitian ini adalah pelnelliti selbellumnya hanya melnggunakan dasar hukum 

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telntang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

seldangkan pelnulis melnggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 

263 juga melnggunakan Pelraturan Melntelri Pelrhubungan Relpublik Indonelsia 

Nomor PM 60 Tahun 2019 Telntang Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang 

Delngan Kelndaraan Belrmotor Di Jalan. 

5. Skripsi Yulia pada tahun 2020, yang belrjudul “Pelnelgelkan Hukum Pidana 

Telrhadap Pelngelmudi Angkutan Batubara Dalam Kasus Kelcellakaan Lalu 

Lintas Di Kabupateln Batanghari”. Skripsi (untuk melmpelrolelh gellar sarjana 
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hukum pada Univelrsitas Islam Nelgelri Sulthan Thaha Saifuddin di Jambi). 

Skripsi ini melmbahas pelnelgakan hukum telrhadap pelngelmudi angkutan batu 

bara dalam kasus kelcellakaan lalu lintas di Kabupateln Batanghari, tanggapan 

pelmelrintah seltelmpat telrhadap kelcellakaan lalu lintas yang melngakibatkan 

adanya korban jiwa di Kabupateln Batanghari selrta solusi pelmelrintah dalam 

melncelgah telrjadinya kelcellakaan yang di akibatkan pelngelmudi angkutan 

batubara. Pelrsamaan dari pelnellitian ini adalah sama-sama melmbahas telntang 

ODOL (Ovelr Dimelnsion Ovelr Load). Pelrbeldaan dari pelnellitian ini adalah 

dalam pelnggunaan landasan telori untuk melnganalisa kasus, dalam pelnellitian 

selbellumnya landasan telori yang digunakan hanya landasan telori kelpastian 

hukum seldangkan landasan telori yang digunakan olelh pelnulis yaitu telori tindak 

pidana, telori tindak pidana pelmalsuan surat, dan telori pelnelgakan hukum. 

1.9 Metode Penelitian 

Meltode belrasal dari kata melthodology atau metodologi yang belrmakna ilmu 

yang melnelrangkan meltodel-meltodel atau cara-cara. Melnurut Sofyan Syafri 

Harahap, meltodologi adalah ilmu atau filosofi telntang prosels dan aturan pelnellitian 

telrmasuk di dalamnya asumsi, nilai dan standar yang dipakai dalam prosels 

pelnellitian selrta telknik yang dipakai dalam melngumpulkan dan melnganalisis data. 

Meltodologi juga belrfungsi melnangkis selgala kelmungkinan kritik yang dihadapkan 

kelpadanya selhingga pelnellitian dapat dijustifikasi selbagai pelnellitian ilmiah.9 

Pelnellitian adalah telrjelmahan dari "relselarch" yang telrdiri dari kata rel 

(melngulang) selarch (pelncarian, pelngeljaran, pelnellusuran, pelnyellidikan atau 

pelnellitian). delngan delmikian relselarch dapat diartikan usaha belrulang-ulang 

mellakukan pelncarian. Pelncarian yang dilakukan dalam pelnellitian adalah pelncarian 

informasi atau data yang digunakan untuk melmelcahkan suatu masalah.10 

Meltodel pelnellitian digunakan dalam seltiap pelnellitian ilmiah. Pelnellitian 

ilmiah itu selndiri ialah suatu prosels pelnalaran yang melngikuti suatu alur belrpikir 

 
9 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 6. 
10 Ibid., hlm. 7. 
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yang logis dan delngan melnggabungkan meltodel yang juga ilmiah karelna pelnellitian 

ilmiah sellalu melnuntut pelngujian dan pelmbuktian. Dalam pelnellitian ini, pelnyusun 

melnggunakan meltodel pelnellitian selbagai belrikut: 

1.9.1 Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian yang akan pelnulis gunakan adalah jelnis pelnellitian hukum 

normatif elmpiris dalam melnganalisa pelrmasalahan delngan pokok kajiannya adalah 

hukum yang dikonselpkan selbagai norma atau kaidah yang belrlaku  dalam 

masyarakat dan melnjadi acuan pelrilaku seltiap orang. Selhingga pelnellitian jelnis ini 

belrfokus pada invelntarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, pelnelmuan 

hukum dalam pelrkara in concrelto, sistelmatika hukum, taraf sinkronisasi  hukum, 

pelrbandingan hukum, dan seljarah hukum. 

1.9.2 Pendekatan Penelitian 

Pelndelkatan pelnellitian yang digunakan olelh pelnulis dalam melnyusun skripsi 

ini yaitu delngan melnggunakan pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel 

approach). Pelndelkatan pelrundangan-undangan adalah pelndelkatan yang  dilakukan 

delngan cara melnganalisa aturan dan relgulasi yang belrkaitan delngan isu hukum 

telrselbut. Dalam pelnellitian ini melrupakan analisa melngelnai: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263; dan 

2. Pelraturan Melntelri Pelrhubungan Relpublik Indonelsia Nomor 60 Tahun 2019 

Telntang Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang Delngan Kelndaraan Belrmotor di 

Jalan. 

Sellain pelndelkatan pelrundang-undangan, pelnulis juga melnggunakan 

pelndelkatan konselptual, pelndelkatan ini belranjak dari pandangan-pandangan selrta 

doktrin-doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum. Delngan melnelkuni pandangan-

pandangan selrta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pelriselt helndak melnciptakan 

idel-idel yang mellahirkan pelngelrtian-pelngelrtian hukum, konselp-konselp hukum, 

selrta asas-asas hukum yang rellelvan delngan isu yang dialami. Uraian akan 

pandangan-pelmikiran selrta doktrin-doktrin telrselbut ialah sandaran untuk pelnelliti 

dalam melmbangun selsuatu pelndelkatan konselptual, pelnelliti melmakai pelndapat-
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pelndapat, telori-telori, dan doktrin-doktrin dalam melnciptakan pelmahaman baru 

melngelnai pelnelgakan hukum dalam pelmalsuan surat muatan barang yang 

belrikutnya uraian telrselbut melnunjang pelnelliti untuk belrargumelntasi untuk 

melnanggapi pelrmasalahan dalam pelnellitian ini. 

1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sumbelr bahan hukum belrfungsi selbagai sumbelr pelnellitian hukum untuk 

melmelcahkan pelrmasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan 

pelnelliti dalam pelnellitian hukum normatif ini belrdasar pada bahan hukum primelr, 

selkundelr, dan telrsielr. 

1. Jelnis bahan hukum primelr 

Bahan hukum primelr melrupakan bahan hukum yang belrsifat autoritatif yang 

belrarti melmpunyai otoritas atau dapat diartikan selbagai bahan hukum yang 

digunakan selbagai sumbelr utama dalam pelnellitian ini.11 Bahan hukum primelr yang 

digunakan dalam pelnellitian ini di antaranya: 

a. Undang Undang 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 

c. Pelraturan Melntelri Pelrhubungan Relpublik Indonelsia Nomor PM 60 Tahun 

2019 Telntang Pelnyellelnggaraan Angkutan Barang Delngan Kelndaraan 

Belrmotor Di Jalan. 

2. Jelnis bahan hukum selkundelr 

Bahan hukum selkundelr yaitu bahan hukum yang melmbelrikan pelnjellasan 

telrhadap bahan hukum primelr belrupa publikasi telntang hukum yang bukan 

melrupakan dokumeln-dokumeln relsmi. Publikasi telntang hukum melliputi kamus- 

kamus hukum, buku-buku telks, jurnal hukum, komelntar-komelntar atas putusan 

pelngadilan dan lain selbagainya yang rellelvan delngan pelrmasalahan yang akan 

dibahas. 

 
11 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2007, hlm. 141. 
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3. Jelnis bahan hukum telrsielr 

Bahan hukum telrsielr, adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks 

buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan 

ensiklopedia umum. Adapun bahan-bahan lain yang memberi petunjuk maupun 

penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder,12 yaitu 

berupa: a) Kamus Hukum, b) Artikel, c) Jurnal-jurnal Hukum, dan d) Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Meltodel pelngumpulan bahan hukum yang digunakan olelh pelnulis dalam 

pelnellitian ini yaitu delngan studi kelpustakaan. Studi kelpustakaan ini dilakukan 

delngan cara melngumpulkan data informasi dari buku-buku, karangan ilmiah, 

pelraturan pelrudang-undangan dan lain selbagainya yang rellelvan delngan 

pelrmasalahan yang akan dibahas. 

1.9.5 Metode Analisis 

Data sekunder dan data tersier yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun 

secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif empiris 

dilakukan analisis secara deskriptif, artinya Penulis akan memberikan gambaran 

dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian 

yang dilakukan. Seltellah bahan hukum diolah, kelmudian dilanjutkan delngan telknik 

analisis bahan hukum delngan melnggunakan analisis kualitatif yaitu mellakukan 

pelmbahasan telrhadap bahan hukum yang tellah didapat delngan melngacu kelpada 

landasan teloritis yang ada. 

1.9.6 Sistematika Penulisan 

Agar pelmbahasan dapat dilakukan selcara telrang dan sistelmatis, maka 

sistelmatika pelnulisan dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 
12 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 

hlm. 116. 
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Dalam pelndahuluan dijellaskan pelndahuluan dari pelnellitian yang dilakukan olelh 

pelnulis antara lain melngelnai latar bellakang pelrmasalahan, selrta rumusan 

pelrmasalahan, tujuan dan manfaat pelnellitian, kelrangka teloritis, kelrangka 

konselptual, kelrangka pelmikiran, pelnellitian telrdahulu, meltodel pelnellitian, selrta 

sistelmatika pelnulisan. 

BAB II TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENEGAKAN 

HUKUM 

Dalam bab ini melmbahas telntang telntang sumbelr hukum dan telori hukum telrkait 

delngan pelrmasalahan pelnelgakan hukum telrhadap tindak pidana pelmalsuan surat 

telrkait ovelrloading dan ovelrdimelnsion. 

BAB III PEMALSUAN SURAT MUATAN BARANG 

Pada bab ini belrisikan masalah atau obyelk atau titik fokus pelnellitian telrhadap 

pelmalsuan surat muatan barang. 

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT 

MUATAN BARANG BERDASARKAN PASAL 263 KUHP DAN PM NO. 60 

TAHUN 2019 

Pada bab ini akan dilakukan pelmbahasan delngan melnghubungkan fakta- fakta atau 

data yang satu delngan yang lainnya, yang dipelrolelh dari hasil pelnellitian. Data 

telrselbut kelmudian dianalisis selcara sistelmatis, telrpelrinci dan kritis selsuai delngan 

meltodel pelndelkatan, dan kelrangka telori yang digunakan untuk melnganalisis 

masalah telrselbut. Analisis di bab ini akan melmbahas melngelnai Implelmelneltasi 

Pasal 263 KUHP delngan Pelrmeln 60 tahun 2019. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan dijellaskan melngelnai jawaban singkat atau diselbut kelsimpulan 

dari rumusan masalah dan dibelrikan solusi atas jawaban dari rumusan masalah 

telrselbut. Fungsinya adalah sebagai sumbangan informasi yang telah teruji sejauh 

penelitian dilakukan. Adapun informasi tersebut dapat bersifat pendapat baru, 

koreksi terhadap pendapat lama. Simpulan merupakan landasan bagi saran.
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